
PENYERAHAN – PRASARANA – SARANA – UTILITAS - PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 

2017 

PERBUP NO. 69 BD. 2017. NO. 69 LL. KAB. PEMALANG : 20 HLM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN 

PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH 

 

ABSTRAK :    - Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan kawasan 

permukiman diharapkan dapat menjamin ketersediaan dan membenkan manfaat yang 

optimal bagi masvarakat, maka perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana dan 

utilitas perumahan dan permukiman pengembang kepada Pemerintah Daerah, dengan 

ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 22 Tahun 2016 tentang 

Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, maka perlu 

dibentuk Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaanya.  

 

 -  Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 

1960; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 

Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.  23 Tahun 2014; PP No.  32 Tahun 1950; 

PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. 

Pemalang No.  15 Tahun 2012; Perda Kab. Pemalang No. 22 Tahun 2016; Perda Kab. 

Pemalang No.  23 Tahun 2016. 

 

 -  Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Perumahan dan Pemukiman Kepada Pemerintah Daerah dengan sistematika 

sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan tujuan, 3. Perencanaan prasarana, 

sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan pemukiman, 4. Pembangunan 

prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan pemukiman, 5. Tata cara 

prasarana, sarana, dan utilitas, 6. Pencatatan prasarana, sarana dan utilitas yang telah 

diserahkan kepada pemerintah daerah, 7. Pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas 

yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah, 8. Pengawasan dan pengendalian 

dalam penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, 9. Peran serta 

masyarakat, 10. Jenis dan tata cara pengenaan sanksi administrative, 11. Ketentuan 

peralihan, 12. Ketentuan penutup. 
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